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ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M)

Oleh
ELSA ADWINDA DIVA

Perkara kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada
hanya unsur kealpaan atau kelalaian, meskipun demikian pelaku harus tetap
mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, apalagi mengakibatkan
orang lain meninggal dunia, yang semestinya dijatuhi dengan pidana berat.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang
mengakibatkan orang lain  meninggal dunia pada Putusan Nomor:
144/Pid.Sus/2013/PN.M? (2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap
pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
pada Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M sesuai dengan keadilan substantif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Narasumber terdiri dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, hakim pada Pengadilan
Negeri Metro dan Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data
dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) Dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan terhadap
pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
dalam Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M sesuai dengan teori pendekatan
seni dan intuisi hakim. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan
adalah perbuatan terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia, sedangkan hal-hal
yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui
secara terus terang perbuatannya di persidangan dan menyesali perbuatannya
tersebut. Selain itu terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian. Pidana
yang dijatuhkan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. (2) Penjatuhan
pidana penjara selama lima bulan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang
mengakibatkan orang lain  meninggal dunia dalam Putusan Nomor:
144/Pid.Sus/2013/PN.M telah memenuhi keadilan substantif, karena perbuatan yang
dilakukan terdakwa tidak didasarkan pada unsur kesengajaan, tetapi mutlak karena
unsur kelalalaian yaitu kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara spontan dan tidak
dapat dihindari oleh pelaku maupun korban.
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Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani perkara tindak pidana
lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia disarankan untuk benar-
benar selektif dan sekesama dalam menjatuhkan pidana yang sesuai terhadap
pelaku, hal ini guna memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran
bagi orang lain agar lebih berhati-hati dalam berkendara. (2) Hakim yang
menangani perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia disarankan untuk menjatuhkan putusan yang mencapai kebenaran
materil, sehingga putusan tersebut dapat memenuhi aspek keadilan baik bagi
korban, pelaku maupun masyarakat.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Kelalaian, Meninggal Dunia
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai
alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi
juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum
diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk
atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan
maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat
itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup
bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan
perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang
mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai tindak pidana.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan,
keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya
kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai

sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.*

! Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 14.



Perkara tindak pidana lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang
ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian. Pengenaan pidana kepada orang yang
karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan strict liability, artinya ada
kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak
mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan.
Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya
perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk

melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. 2

Perkara lalu lintas pada dasarnya termasuk jenis perkara pelanggaran. Pelanggaran
lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, vyaitu karena kealpaannya
menyebabkan matinya orang lain dan sebagimana diatur dalam Pasal 360 KUHP,

yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat.

Sistem peradilan untuk perkara lalu lintas jalan sedikit berbeda dengan sistem
peradilan biasa, acara pemeriksaannya terdapat peraturan beracara yang berbeda
dari acara biasa yaitu:

1. Perkara tilang tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, penyidik hanya
mengirimkan catatan-catatan ke Pengadilan (formulir tilang)

2. Di dalam sidang pemeriksaan perkara tilang terdakwa boleh tidak hadir
dan dapat menunjuk seseorang untuk wakilinya disidang dalam hal ini
pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan putusan verstek.

3. Perkara tilang tidak ada surat tuduhan dan tidak adanya putusan tersendiri
yang lepas dari berkas perkara, putusan hakim tercantum dalam berita
acara sidang artinya disambungkan pada berita acara tersebut.

2 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya .Penerbit Rineka
Cipta. Jakarta. 1995. him.4.



4. Jaksa tidak perlu hadir disidang kecuali apabila kejaksaan atau jaksa
menganggap perlu maka pihak kejaksaan akan hadir disidang.®

Perkara tilang diadili dengan acara pemeriksaan cepat dan tidak dapat diadili
dengan cara pemeriksaan biasa. Sistem peradilan tilang lembaga yang terlibat
sebagai subsistem adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan
fungsinya yang telah diatur sesuai dengan undang-undang. Acara pemeriksaan
cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu
lintas. Pasal 211 KUHAP menyebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara
pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu

terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan pidana
perkara biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat
kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila
menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat

kejadian.

Ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan
dan/atau barang.

% http://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/tindak-pidana-lalu-lintas-kejahatan-atau-pelanggaran/
Diakses, Selasa 22 Agustus 2017.



(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan
kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf
¢ merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia
atau luka berat.

(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat
disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta
ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu
Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4)
diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-

undangan.

Aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana lalu lintas dapat
melakukan tindakan represif yaitu tindakan yang pada prinsipnya didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP, misalnya dalam
bentuk penegakah hukum (penyidikan) kepada pelaku, namun dalam hal tertentu
tindakan represif tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan

dapat juga dibenarkan oleh Pengadilan.

Kriteria seperti di atas dalam praktek Polisi sebagai penyidik penegak hukum juga
bisa menyelesaikan kasus yang menyangkut tindak pidana lalu lintas khususnya
yang termasuk Pasal 359 KUHP, yaitu mengenai “karena kealpaan” adapun fungsi
dari pasal itu menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk culpa dimana akibat
yang berakibat matinya korban. Kealpaan maka satu-satunya ukuran yang
diperlukan untuk adanya kealpaan tersebut ada perbuatan yang obyektif

menyebabkan mati atau luka-luka ialah apakah dalam melakukan perbuatan telah



memperhatikan dan mentaati norma-norma yang bertalian dengan perbuatan
tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih

menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut. *

Perkara pidana lalu lintas dapat diselesaikan melalui perdamaian sebagai proses
penyelesaian pekara pidana lalu lintas di luar pengadilan (Alternative Dispute
Resolution). Polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana lalu
lintas di luar Pengadilan ini kalau pelaku dan pihak korban sudah ada kesepakatan
kehendak. Penyelesaian di dalam Pengadilan, apabila para pihak pelaku dan
keluarga korban tidak ada kesepakatan kehendak untuk diselesaikan di luar
Pengadilan, Polisi sebagai penyidik sesuai dengan tugasnya membuat berita acara
tentang kejadiannya dan kemudian menyerahkan ke Jaksa penuntut Umum agar
dilakukan penuntutan. Hukum Pidana harus dipandang sebagai hukum yang
mempunyai fungsi subsider, karena hukum pidana baru digunakan apabila upaya

lain dirasakan tidak berhasil atau tidak sesuai.’

Uraian di atas selaras dengan konsep pemidanaan yang diwujudkan dalam proses
Pengadilan itu bertujuan untuk prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi
umum yaitu dengan dipidananya pelaku kejahatan maka diharapkan pelaku akan
mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat, sedangkan prevensi khusus yaitu
dengan telah diselesainya menjalani pidana maka ia diharapkan tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya. Persyaratan pidana pada umumnya meliputi
persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua

segi tersebut terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang

4 -

Ibid. him.6.
% Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
Jakarta, 2009, hIm.23



menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang
menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti
lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang

benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan.

Polisi sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus
melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan tersebut, sehingga polisi dapat
menentukan bahwa perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan atau harus
melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan Kriteria ini harus mempunyai dasar
keahlian khusus di bidang lalu lintas, karena polisi dalam menangani perkara
harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut
berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena
kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan di luar
pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku
penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan

penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.®

Pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
umumnya disebabkan oleh pengendara belum memahami dan tidak mematuhi
peraturan lalu lintas diantaranya tidak memiliki kemampuan mengemudikan
kendaraannya dengan wajar, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, tidak
mampu menunjukkan STNK, SIM. Pelaku juga umumnya tidak mematuhi
ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat

lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerak lalu lintas berhenti

® M. Faal. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Pradnya Paramita,
Jakarta, 2011, him.26



dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan tidak

mengindahkan kecepatan minimum dan kecepatan maksimum dalam berkendara.

Salah satu perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaian mengakibatkan orang
lain meninggal dunia adalah Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M, terdakwa
bernama M. Ghozali Bin Bejo. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya
atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang meninggal dunia, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.’

Isu hukum yang menjadi dasar munculnya masalah dalam penelitian ini adalah
adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 310
Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan diketahui bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pada kenyataannya pelaku tindak pidana
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada Putusan Nomor:

144/Pid.Sus/2013/PN.M dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

Selain itu perkara pidana lalu lintas merupakan ide perubahan dari ketentuan Pasal
359 KUHP vyaitu barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan
orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

pidana kurungan paling lama satu tahun, menjadi lebih berat ancaman pidananya

" putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M



dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana selama enam tahun dan denda

maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang
berjudul: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal

Dunia (Studi Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal
dunia pada Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M?

b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana kelalaian
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada Putusan Nomor:

144/Pid.Sus/2013/PN.M sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada Putusan
Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada

Pengadilan Negeri Metro dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2017.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia pada Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M

b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak
pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada

Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M sesuai dengan keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara

praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu
hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran
bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
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D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori
Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka
acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,

khususnya penelitian hukum.

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-
kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.
Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan
dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak
ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. ®

Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan
dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini
dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan
putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan
bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping
adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim

yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.’

8 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika,.2010, hIm.103.
® Ibid, him.104.
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Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan

fungsi yudisialnya. *°

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan
mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak
tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim
dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus
mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang
sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku,

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau
pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam
suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang
tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya
keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan
dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,
hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam

19 1bid, him.105.
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4)

5)

6)
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perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan
putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari
hakim

Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam
kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin
konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam
peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-
mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan
ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam
menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan
pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana
dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang
berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok
perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,
serta didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan olenh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini
berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini
menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut
bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi
anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga,
masyarakat dan bagi bangsanya. **

Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil.

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada

yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip,

yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap

X Ahmad Rifai, Op Cit. him.105-106.
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manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah

itu dikatakan adil.*?

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum
ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa
lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis,
kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya
faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat
kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim
semestinya mampu menjadi Seorang interpretator yang mampu menangkap
semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan
normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena

hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan
hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang
tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang
secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan
substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal
salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil
(hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar
substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim
harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan, dengan keadilan

substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi

12 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. him. 46
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rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian.’* Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima
sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah'*

b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim
dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu
perkara tertentu melalui sidang pengadilan.®

c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan
terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak
terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menetukan bahwa
suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping
adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.*®

d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah
memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang
tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan
pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim

13 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.103
4 exy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.him. 54

> Ahmad Rifai, Op.Cit. him.112

' Ibid, him.92.
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memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya'’

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan
melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-
undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum®

Perkara pidana lalu lintas adalah jenis perkara yang berkaitan dengan tidak
dipenuhinya persyaratan untuk mengemudikan kendaraaan oleh pengemudi,
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas maupun yang berkaitan
dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada timbulnya

korban baik luka-luka maupun meninggal dunia. *°

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,
Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi mengenai dasar pertimbangkan hakim dalam

menjatuhkan pidana, putusan hakim dan perkara tindak pidana lalu lintas.

' Moeljatno, Op.Cit, him. 46

18 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 25

9 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya .Penerbit Rineka
Cipta. Jakarta. 1995. him.41.
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METODE PENELITIAN
Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan
Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat
penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada Putusan Nomor:
144/Pid.Sus/2013/PN.M. dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap
pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal
dunia pada Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M. sesuai dengan

keadilan substantif

PENUTUP
Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh
menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal
183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).
Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)%°

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan
tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

(unus testis nullus testis).**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian
kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian,

20 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 11
? Ibid. him. 11



18

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling
berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara
keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-
kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.
Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan
dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak
ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan
yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai
pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan
dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini
dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan
putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan
bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping
adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim

yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.??

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan,

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

22 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika,.2010, hIm.103.
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(1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.
Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku
tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus
ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya
kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus
memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai
motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih
dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di
dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat
mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku,
misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal
dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan
sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku
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juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan
melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat
pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua
perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku
tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi
perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,
memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga
menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah
suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman,
agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal
tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. la
menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di

siding pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan

% Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. him. 77
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member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat
hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.
Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang

bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.?*
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang
permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam
sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau
pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan
diperlukan untuk menyelesaiakn perkara pidana. Dengan demikian dapat
dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di sati pihak berguna bagi
terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus
dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti
dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau
kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui
visi hakim yag mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum

?* Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,
Jakarta.2010. him.112
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atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas,

dan moralitas dari hakim yang bersangkutan®

Secara umum produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada
tiga macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah
pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam
bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum
sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta
perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah
antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai

putusan.?®

Putusan Hakim dalam pengadilan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri
perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan,
baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum
menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum
tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan
yaitu: putusan gugur, putusan Verstek yang tidak diajukan verzet, putusan
tidak menerima, dan putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak
berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali
bila undang-undang menentukan lain

b. Putusan Sela
Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan
perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan
sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetaoi akan berpengaruh terhadap arah dan

% Ibid. him.113
% Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, him. 152-153
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jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak
dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja
Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta
ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang dan
selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya
dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan
sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan
sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan
akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sh dari
putusan itu dengan biaya sendiri®’

Menurut Lilik Mulyadi, dalam membuat Putusan pengadilan, seorang hakim harus
memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan
berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal
yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah:

(1) Nomor Putusan

(2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa)

(3) Identitas Terdakwa

(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)

(5) Surat Dakwaan

(6) Tuntutan Pidana

(7) Pledooi

(8) Fakta Hukum

(9) Pertimbangan Hukum

(10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan

(11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana

(12) Pernyataan kesalahan terdakwa

(13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman

(14) Kualifikasi dan pemidanaan

(15) Penentuan status barang bukti

(16) Biaya perkara

(17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan

(18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan
Penasehat Hukumnya®

" M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.
2010. him. 77-79

% Lilik Mulyadi. Op. Cit, him. 154-155
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Hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak,
yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut
dalam rumusan suatu aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus
bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau
sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu
sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan
oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada

umumnya.
C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah
laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan
dikenakan pidana, sehingga larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu
yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-

undang maupun peraturan pemerintah. *°

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

# Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 19.
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apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.*

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3

(tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana.

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat
pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan
orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan

olehnya”.31

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan

** Ibid. him. 20.
31 p_AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.
1996. him. 16.
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masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat
keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi
yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga
pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau
kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak
pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki
unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di
mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum

dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak
pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan
pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.
Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri
atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari
perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat

perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. *

%2 Andi Hamzah. Op.Cit. him. 20
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Unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)

c. Melawan hukum (onrechtmatig)

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person) 3

@

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit).
Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan
itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam
Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. Sementara itu unsur
subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau
culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.Kesalahan ini dapat
berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan

itu dilakukan.**

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua
unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.*

* Ibid. him. 21

% p_AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, him. 12.
% P.AF. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Tarsito, Bandung, 1981
him.193.
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Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya  perbuatan (manusia), yang

memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan

hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

1) Kelakuan dan akibat

2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi
menjadi :

a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan
perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik
jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si
pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum
(supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap
penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum

maka tidak mungkin diterapkan pasal ini*®

Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau

memperberat pidana yang dijatuhkan.

(1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, 165, 531 KUHP
Pasal 164 KUHP: barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk
melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187
dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak
memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada

yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana

% Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 25
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penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga

ratus rupiah.

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan
terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan
melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi.
Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur

tambahan.

Pasal 531 KUHP: barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang
sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan
kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang
lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan

paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi
bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan
perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian
lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai

unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

(2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 Ayat (1) KUHP diancam dengan
pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut
menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal

351 Avyat (2) KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjad 7
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tahun (Pasal 351 Ayat (3) KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan

keadaan tambahan yang memberatkan pidana

(3) Unsur melawan hukum
Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur
tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal,
sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas
dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP:
“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum
setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan
hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam

dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan.

Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat
dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada. Unsur melawan
hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP
dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan

maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. '

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun
permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis,
tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan

pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1996, him. 152-153.
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dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yan memberikan
penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi
perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan
penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan

hukum.

D. Kelalaian dalam Hukum Pidana

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa
dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa,
culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan
pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang
menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam
dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara
keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat
dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu

menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.™®

Kelalaian seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan.
Kelalaian adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan.
Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kelalaian itu adalah kebalikan dari
kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu

dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkan sebelumnya. Di sinilah juga

% Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta, 1993, him. 46.
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letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (dolus

eventualis) dengan kelalaian berat (culpa lata).*

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam
arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kelalaian. Alasan mengapa culpa
menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang
sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan
kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki
lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-
hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata schuld (kelalaian yang
menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana
diliputi kelalaian, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang
penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut,

sehingga menabrak orang dan menyebakan orang yang ditabrak tersebut mati.

Pengertian kelalaian secara letterlijk tidak ditemukan dalam KUHP, dan berbagai
referensi yang kami kumpulan dalam pembahasan ini. Jadi untuk lebih mudah
dalam memahami tentang “kelalaian” ada baiknya dikemukakan dalam bentuk
contoh simpel seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam
rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran. Tidak
membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke

dalamnya.®

¥ 1bid. him. 47.
0 1bid. him. 48.
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Unsur-unsur yang terdapat dalam kelalaian pada diri pelaku adalah sebagai
berikut:

a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.

b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.

c. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan. **

Bentuk-bentuk kelalaian adalah sebagai berikut:

1) Kelalaian yang disadari (bewuste schuld). Disini si pelaku dapat menyadari
tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan
mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi

2) Kelalaian yang tidak disadari (onbewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku
melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya

sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. 2

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kelalaian yang disadari itu sifatnya lebih
berat dari pada kelalaian yang tidak disadari. Kerapkali justru karena tanpa
berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat
berat. Van Hattum mengatakan, bahwa ‘“kelalaian yang disadari itu adalah suatu
sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada
pelaku), yang tidak merupakan dolus eventualis”. Jadi perbedaan ini tidak banyak
artinya. Kelalaian sendiri merupakan pengertian yang normatif bukan suatu
pengertian yang menyatakan keadaan (bukan feitelijk begrip). Penentuan kelalaian
seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu,

bagaimana saharusnya si pelaku itu berbuat.

1 1bid. him. 49.
2 1bid. him. 49.
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E. Perkara Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan
dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan®

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.**

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa
kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan
masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat
keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi
yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga
pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau
kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

* Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 19

* p_AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.
1996. him. 16.
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Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah
laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan
dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang
harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. *°

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak
pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki
unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di
mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum
dan terjaminnya kepentingan umum.

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan
tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain
yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan
lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan dimana
terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, ataupun
kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit
diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan
banyaknya pergerakan dari kendaraan.*®

Berdasarkan defenisi tentang kecelakaan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan

kejadian yang tidak disangka-sangka atau diduga dan tidak diinginkan disebabkan

oleh kenderaan bermotor, terjadi di jalan raya, atau tempat terbuka yang dijadikan

“*Ibid. him. 17.
% C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya .Penerbit Rineka
Cipta. Jakarta. 1995. hlm 35.
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sebagai sarana lalu lintas seerta mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian

manusia dan kerugian harta benda.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kenderaan yang terlibat
digolongkan menjadi:

1) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kenderaan
bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti
menabrak pohon, kenderaan tergelcincir, dan terguling akibat ban pecah.

2) Kecelakaan ganda, yaitu yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu
kenderaan bermotor atau dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di
waktu dan tempat yang bersamaan.*

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :

1) Angle (RA), tabrakan antara kenderaan yang bergerak pada arah yang berbeda
namun bukan dari arah yang berlawanan.

2) Rear-End (RE), kenderaan yang menabrak kenderaan lain yang bergerak
searah.

3) Sideswipe (Ss), kenderaan yang bergerak yang menabrak kenderaan lain dari
samping ketika kenderaan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang
berlainan.

4) Head-On (Ho), kenderaan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan namun
bukan Sideswipe, hal ini sering disebut masyarakat luas suatu tabrakan dengan
istilah adu kambing.

5) Backing, tabrakan yang terjadi pada saat kenderaan mundur dan menabrak
kenderaan lain ataupun sesuatu yang mengakbiatkan kerugian. *®

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus

atau hanya beberapa hanya diantaranya. Berikut kondisi yang digunakan untuk

mengklasifikasikan korban lalu lintas yaitu:

1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan
meninggal dunia akibat kecelakaan laulintas dalam jangka paling lama 30 hari
stelah kecelakaan tersebut.

2) Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita
cacat tetap atau harus dirawat di inap di rumah sakit dalam jangka lebih dari

4T Ibid. him 36.
8 Ibid. him 37.
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30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika
sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak
dapat pulih kembali untuk selama-lamanya (cacat permanen/seumur hidup).

3) Luka ringan adalah korban yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan
rawat inap atau harus diinap lebih dari 30 hari. *°

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau
barang.

(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Avyat (1) huruf b
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan
Kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka
berat.

(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat
disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta
ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diproses dengan

acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan.

" Ibid. him 38.



I1l. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif
dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau
bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris
dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.>®
B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan
data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil
penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data
yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan
dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan

yang akan dibahas. >

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data

sekunder, yaitu sebagai berikut:

%0 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.55
*!Ibid. him.58
* Ibid. him.61.
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a. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan
penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum
yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:
1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

¢) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

3) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum
primer yaitu produk hukum berupa Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M
4) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti
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teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Metro : 1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro : 1 orang
3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +
Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (library research)
Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan
mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (field research)
Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah
diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:
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a. Seleksi data
Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data
selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Kilasifikasi data
Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang
telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan
dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data
Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan
dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan

sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara
sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk
memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode
induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum.®

53 Soerjono Soekanto. Op.Cit. him.102



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama lima
bulan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia dalam Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M sesuali
dengan teori pendekatan seni dan intuisi, yaitu hakim dalam menjatuhkan
putusan mengedepankan diskresi atau kewenangan yang dimilikinya sesuai

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan
terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia, sedangkan hal-hal yang
meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui
secara terus terang perbuatannya di persidangan dan menyesali perbuatannya
tersebut. Selain itu terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian
dan terdakwa memberikan uang duka kepada keluarga korban. Pidana yang
dijatuhkan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
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2. Penjatuhan pidana penjara selama lima bulan terhadap pelaku tindak pidana
kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan
Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M telah memenuhi keadilan substantif, karena
perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak didasarkan pada unsur kesengajaan,
tetapi mutlak karena unsur kelalalaian yaitu kecelakaan lalu lintas yang terjadi

secara spontan dan tidak dapat dihindari oleh pelaku maupun korban.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia disarankan untuk benar-benar selektif dan
sekesama dalam menjatuhkan pidana yang sesuai terhadap pelaku, hal ini guna
memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi orang lain
agar lebih berhati-hati dalam berkendara.

2. Hakim yang menangani perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia disarankan untuk menjatuhkan putusan yang
mencapai kebenaran materil, sehingga putusan tersebut dapat memenuhi aspek

keadilan baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat.
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